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Lampiran 1. Surat Keterangan Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 2. Sebaran Tingkat Pendidikan Desa Buayang 

No Tingkatan Pendidikan 
Laki-Laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(Orang) 

1 Tamat D-1/sederajat 16 8 24 

2 Tamat S-3/sederajat 0 0 0 

3 Tamat S-2/sederajat 1 1 2 

4 Usia 18 - 56 tahun pernah 

SD tetapi tidak tamat 

39 42 81 

5 Tamat SD/sederajat 783 823 1.606 

6 Tamat SLB C 1 0 1 

7 Tamat S-1/sederajat 36 37 73 

8 Usia 12 - 56 tahun tidak 

tamat SLTP 

783 823 1.606 

9 Usia 18 - 56 tahun tidak 

tamat SLTA 

403 378 781 

10 Tamat D-3/sederajat 2 4 6 

11 Tamat SMP/sederajat 409 384 793 

12 Tamat D-2/sederajat 6 6 12 

13 Tamat SMA/sederajat 365 253 618 

14 Usia 7 - 18 tahun yang 

sedang sekolah 

311 338 649 

15 Usia 3 - 6 tahun yang sedang 

TK/play group 

30 22 52 

16 Usia 18 - 56 tahun tidak 

pernah sekolah 

0 0 0 

17 Tamat SLB A 0 0 0 

18 Usia 7 - 18 tahun yang tidak 

pernah sekolah 

0 0 0 

19 Tamat SLB B 0 0 0 

20 Usia 3 - 6 tahun yang belum 

masuk TK 

62 82 144 
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Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

WAWANCARA I 

INFORMAN : I WAYAN BULAT 

JABATAN : KETUA LPD DESA PAKRAMAN BUAYANG 

TANGGAL : RABU, 4 JUNI 2025 

 

Peneliti : Bagaimana awig-awig diterapkan dalam proses pemberian dan 

penagihan kredit di LPD? 

Narasumber : Dalam proses pemberian dan penagihan kredit, awig-awig itu kami 

jadikan sebagai dasar moral dan sosial, bukan hanya aturan tertulis saja. Jadi, 

sebelum kami memberikan kredit, kami pastikan dulu bahwa calon debitur itu 

benar-benar bagian dari krama desa adat, karena salah satu syaratnya memang harus 

krama desa. Ini sudah diatur di awig-awig. Nah, dari situ juga kami melihat rekam 

jejak dan keterlibatannya di kegiatan desa, karena itu juga jadi pertimbangan 

penting, bukan cuma soal kemampuan bayar, tapi juga tanggung jawabnya sebagai 

bagian dari adat. Kalau dalam penagihan, awig-awig itu justru sangat membantu. 

Karena di dalamnya sudah jelas, siapa yang tidak memenuhi kewajiban bisa kena 

sanksi adat. Sanksinya bisa berupa teguran di paruman (rapat adat), sampai tidak 

mendapatkan pelayanan adat atau diasingkan dari kegiatan adat desa (kasepekang) 

jika sudah membandel. Jadi masyarakat itu merasa malu kalau sampai nunggak 

kredit, karena bukan cuma urusan pribadi, tapi bisa berdampak ke nama baik 

keluarga di lingkungan desa. Itu yang bikin mereka lebih disiplin membayar. Jadi 

bisa dibilang, awig-awig ini semacam jaminan sosial dan budaya juga dalam proses 

pengelolaan kredit. 
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Peneliti : Apakah awig-awig memiliki prosedur khusus dalam menangani 

kredit bermasalah? 

Narasumber : Iya, bisa dibilang begitu. Awig-awig memang tidak seperti aturan 

bank yang rinci sampai ke pasal-pasal teknis, tapi di dalamnya ada ketentuan adat 

yang berlaku khusus bagi warga desa yang melanggar kesepakatan, termasuk soal 

utang-piutang atau kredit bermasalah di LPD. Jadi, kalau ada krama yang tidak 

membayar kewajiban kreditnya, kita tidak langsung ke jalur hukum, tapi lebih dulu 

menyelesaikannya secara adat. Biasanya, pertama kami lakukan pendekatan secara 

kekeluargaan, kami panggil baik-baik, cari tahu dulu alasan kenapa belum bisa 

bayar. Kalau tetap tidak ada itikad baik, baru dibawa ke paruman desa untuk 

disampaikan secara terbuka. Di situ, krama bisa diberi peringatan atau dikenakan 

sanksi sosial. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa sanksi ini yang bikin 

mereka merasa segan. Jadi meskipun tidak disebut ‘prosedur’ secara formal seperti 

di perbankan, awig-awig itu punya mekanisme tersendiri yang sudah disepakati dan 

ditaati bersama. Dan sejauh ini, pendekatan ini jauh lebih efektif karena menyentuh 

sisi sosial dan rasa malu sebagai bagian dari komunitas adat. 

Peneliti : Apa langkah-langkah yang diambil jika debitur melanggar awig-

awig? 

Narasumber : Kalau ada debitur yang melanggar awig-awig, misalnya sudah 

dikasih kredit tapi tidak membayar sesuai kesepakatan, kami nggak langsung ambil 

langkah keras. Langkah pertama yang kami ambil biasanya pendekatan secara 

pribadi dulu, kami panggil, ajak ngobrol baik-baik, cari tahu dulu apa masalahnya. 

Kadang-kadang memang mereka ada kesulitan ekonomi jadi kami coba cari solusi 

bersama. Kalau tetap tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, baru 

kami laporkan ke pihak prajuru adat atau bendesa.  

Peneliti : Bagaimana LPD mempertanggungjawabkan dana yang dikelola 

kepada masyarakat? 

Narasumber : Kami di LPD sadar betul bahwa dana yang kami kelola ini bukan 

milik pribadi, tapi milik masyarakat adat. Jadi tanggung jawab kami bukan cuma 

secara administrasi, tapi juga secara moral dan adat. Pertanggungjawaban itu kami 
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lakukan secara rutin setiap tahun melalui paruman atau rapat anggota tahunan. Di 

situ kami sampaikan laporan keuangan secara terbuka, berapa dana yang masuk, 

berapa yang dipinjamkan, berapa yang macet, dan berapa keuntungan yang didapat. 

Semua kami buka transparan di hadapan prajuru dan krama desa. 

Peneliti  : Apakah pernah terjadi konflik antara LPD dan masyarakat terkait 

kredit, dan bagaimana diselesaikan? 

Narasumber : Sejauh ini, astungkara sih tidak pernah sampai terjadi konflik yang 

serius antara LPD dan Masyarakat. 

Peneliti : Seberapa sering LPD berkoordinasi dengan prajuru adat dalam 

menangani kredit macet? 

Narasumber : Kami di LPD lumayan sering berkoordinasi dengan prajuru adat, 

terutama kalau mulai ada tanda-tanda kredit macet atau bermasalah. Selain 

mengadakan pertemuan secara formal kami juga sering komunikasi informal, entah 

itu saat ada kegiatan adat, di banjar, atau lewat obrolan sehari-hari. Karena kami 

sama-sama tinggal di lingkungan desa, jadi koordinasinya nggak kaku. Kalau ada 

debitur yang bermasalah, kami langsung informasikan ke prajuru adat supaya bisa 

ditangani bersama, biar cepat selesai dan nggak melebar ke masalah sosial. 

Peneliti : Apakah sanksi sosial seperti pengucilan atau teguran adat 

diterapkan kepada debitur yang menunggak? 

Narasumber : Iya, sanksi sosial itu kami terapkan kalau debitur sudah benar-benar 

tidak punya itikad baik. Biasanya diberi teguran adat dulu. Kalau tetap membandel, 

bisa sampai nggak dilibatkan dalam kegiatan adat atau istilahnya kasepekang lah. 

Tapi itu langkah terakhir ya, sebelumnya tetap kami coba selesaikan dengan cara 

kekeluargaan dulu. 

Peneliti : Sejauh mana efektivitas sanksi sosial tersebut dalam mendorong 

debitur memenuhi kewajiban? 

Narasumber : Kalau menurut saya efektif sekali. Karena di desa adat, masyarakat 

masih sangat menjaga nama baik dan hubungan sosial. Kalau sampai kena sanksi 

adat, mereka bisa merasa malu, bahkan keluarganya ikut kena dampak sosialnya. 
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Itu yang bikin mereka lebih sadar dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan 

kewajibannya. Jadi sanksi sosial ini memang jadi salah satu kekuatan yang nggak 

dimiliki lembaga keuangan biasa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

WAWANCARA II 

INFORMAN : I NYOMAN SUDIRTA 

JABATAN : BENDAHARA LPD DESA PAKRAMAN BUAYANG 

TANGGAL : RABU, 4 JUNI 2025 

 

Peneliti : Bagaimana proses pencatatan arus kas dari dan ke kredit pinjaman? 

Narasumber : Setiap ada pencairan kredit maupun pembayaran angsuran dari 

debitur, langsung kami catat di buku kas harian dan juga sistem pembukuan LPD. 

Selain itu, kami juga simpan bukti transaksi, baik kwitansi maupun slip 

pembayaran. Jadi semuanya tercatat rapi, dan bisa dilacak kapan saja. Di akhir 

bulan, kami rekap dalam laporan bulanan untuk disampaikan ke ketua dan pengurus 

lainnya. 

Peneliti : Apakah terdapat laporan khusus untuk kredit bermasalah? 

Narasumber : Iya, ada. Kami buat laporan khusus yang mencatat siapa saja yang 

menunggak, sudah berapa lama tunggakannya, dan berapa besar jumlahnya. 

Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi, apalagi kalau sudah masuk kategori 

kredit macet. Biasanya kami bahas dalam rapat internal dan juga saat koordinasi 

dengan prajuru adat. 

Peneliti : Apakah awig-awig dijadikan acuan dalam administrasi keuangan, 

terutama saat terjadi tunggakan? 

Narasumber : Awig-awig tetap kami jadikan pedoman, terutama dalam 

menentukan langkah jika ada keterlambatan pembayaran. Misalnya, setelah lewat 

masa tenggang, kami bisa memberikan peringatan atau melibatkan prajuru adat, 

sesuai yang sudah diatur dalam awig-awig. Jadi secara administratif, kami tetap 

mengikuti aturan lembaga, tapi tetap berpegang pada awig-awig sebagai nilai lokal. 
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Peneliti : Apa bentuk pertanggungjawaban bendahara terhadap pengelolaan 

dana kredit kepada ketua LPD dan masyarakat? 

Narasumber : Sebagai bendahara, saya bertanggung jawab menyusun laporan 

keuangan secara rutin, biasanya setiap bulan untuk internal LPD, dan tahunan untuk 

masyarakat. Laporan ini memuat semua transaksi, termasuk jumlah kredit yang 

beredar, yang sudah lunas, dan yang masih menunggak. Saat paruman desa, laporan 

ini kami sampaikan secara terbuka supaya masyarakat tahu ke mana dana mereka 

dikelola. 

Peneliti : Apakah pemberian sanksi adat berdampak langsung pada 

pengembalian kredit secara keuangan? 

Narasumber : Dampaknya cukup besar. Begitu ada sanksi adat yang diberikan, 

biasanya debitur langsung ada reaksi minimal datang klarifikasi, atau mulai 

mencicil. Karena masyarakat di desa adat ini cenderung menjaga nama baik. Jadi 

kalau sampai dikenakan sanksi sosial, mereka malu. Itu yang membuat mereka 

lebih termotivasi untuk menyelesaikan tunggakan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

WAWANCARA III 

INFORMAN : I NYOMAN DARMAWAN 

JABATAN : PRAJURU ADAT (BENDESA) DESA  PAKRAMAN BUAYANG 

TANGGAL : SELASA, 10 JUNI 2025 

 

Peneliti : Apa peran prajuru adat dalam memastikan awig-awig dipatuhi oleh 

debitur dan pengurus LPD? 

Narasumber : Sebagai prajuru adat, tugas kami salah satunya memang menjaga 

agar awig-awig tetap dijalankan dengan baik oleh semua pihak, termasuk oleh 

pengurus LPD dan masyarakat yang meminjam. Kami biasanya dimintai 

rekomendasi, apakah seseorang layak diberi kredit atau tidak, karena kami tahu 

kondisi sosial dan tanggung jawabnya di desa. Setelah kredit berjalan, kami juga 

bantu awasi. Kalau ada yang menunggak, kami ikut turun tangan lewat paruman 

atau teguran adat. Jadi peran kami bukan cuma mengawasi, tapi juga mendampingi 

agar semuanya tetap tertib dan sesuai aturan adat. 

Peneliti : Apa saja sanksi sosial yang diterapkan kepada warga yang 

menunggak pinjaman di LPD?  

Narasumber : Kalau sanksi sosial itu ada yang namanya kasepekang tapi sanksi 

itu diberikan jika memang benar-benar tidak ada itikad baik untuk membayar 

kreditnya, tapi tetap yang pertama kita lakukan itu melakukan pendekatan terlebih 

dahulu secara kekeluargaan. 

Peneliti : Apakah sanksi sosial tersebut efektif menekan angka kredit macet? 

Narasumber : Sangat efektif menurut saya ya, karena orang-orang pasti malu jika 

sudah sampai terkena sanksi sosial itu. 
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Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan adat terhadap kegiatan LPD dalam 

pemberian dan penagihan kredit? 

Narasumber : Pengawasan adat ya, kami melakukan pengawasan adat itu dengan 

cara ikut memantau proses pemberian dan penagihan kredit, terutama lewat 

koordinasi rutin dengan pengurus LPD. Kami juga dilibatkan saat ada warga yang 

mengajukan pinjaman, untuk memastikan dia benar-benar krama desa dan punya 

tanggung jawab sosial. Kalau ada kredit yang bermasalah, kami ikut turun langsung 

lewat paruman atau teguran adat. Intinya, kami jaga supaya LPD ini tetap berjalan 

dan nggak merugikan desa. 

Peneliti : Bagaimana masyarakat merespons awig-awig yang mengatur 

kredit? Apakah ada kendala dalam penegakan? 

Narasumber : Dengan adanya awig-awig ini masyarakat menjadi lebih patuh 

dalam menjalankan kewajibannya dan dari pihak LPD pun merasa terbantu dengan 

adanya awig-awig ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

WAWANCARA IV 

INFORMAN : I NENGAH SUSILA 

JABATAN : KRAMA  DESA  PAKRAMAN BUAYANG 

TANGGAL : KAMIS, 12 JUNI 2025 

 

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aturan adat (awig-awig) 

yang mengatur kredit di LPD? 

Narasumber : Menurut saya bagus ada aturan adat yang ngatur soal kredit. Jadi 

pinjaman lebih tertib, orang juga jadi lebih hati-hati dan tanggung jawab. Apalagi 

kalau sampai nunggak kan bisa kena sanksi adat, jadi bikin kita mikir dua kali. 

Peneliti : Apakah masyarakat secara umum patuh terhadap ketentuan awig-

awig dalam hal pinjaman? 

Narasumber : Iya, sebagian besar patuh kok. Soalnya kita tahu aturan itu untuk 

kebaikan bersama, dan sudah jadi kesepakatan adat. 

Peneliti : Apa faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan 

masyarakat terhadap awig-awig? 

Narasumber : Kalau menurut saya, yang bikin orang kadang nggak patuh itu 

karena masalah ekonomi. Kadang mereka memang niat bayar, tapi penghasilannya 

nggak menentu. Tapi yang mendorong orang tetap patuh ya karena takut kena 

sanksi adat dan nggak enak sama masyarakat. 

Peneliti : Menurut Bapak apakah sanksi adat efektif dalam mendorong 

masyarakat untuk disiplin membayar kredit? 

Narasumber : Iya, sanksi adat itu cukup efektif. Soalnya orang di desa biasanya 

lebih takut malu di depan masyarakat. Jadi, dengan sanksi adat, orang jadi lebih 

disiplin bayar kredit.  
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Lampiran 5. Laporan Bulanan LPD Desa Pakraman Buayang 
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Lampiran 6. Laporan Kegiatan Pinjaman LPD Desa Pakraman Buayang 
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Lampiran 7. Awig-Awig Desa Pakraman Buayang 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 
 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Lampiran 8. Riwayat Hidup 
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